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ABSTRACT

Application of Article 374 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph ( 1 ) of the Criminal Code by the judges in the criminal case No. . 15/Pid.B/1999/PN.Smda is right , but the length of the sentence imposed by the judges apart from the things that burden and lighten the punishment meted out to the perpetrators of criminal acts of fraud committed company goods respectively - were . In connection with the criminal case that the defendant was sentenced to five (5 ) months , the authors suggest a very light sentence .
In connection with the problems of classification of criminal acts of fraud as set forth and Article 374 of the Criminal Code punishable in conjunction with Article 64 paragraph ( 1 ) of the Criminal Code is a criminal act of fraud by weighting . As a result of legal action against the perpetrators of criminal fraud by weighting as provided for in Article 374 of the Criminal Code is imprisonment for - length 5 ( five ) years . While the criminal case No. verdict . 15/Pid.B/1999/PN.Smda as described above , the perpetrators of criminal acts of fraud committed company goods respectively - were included in the classification of criminal acts by weighting with imprisonment for 5 ( five ) months . Therefore , those who in the classification of criminal acts of fraud by weighting , the deed should be terminated by a pretty severe punishment .
BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu asas dalam pembangunan nasional adalah suatu asas kesadaran  hukum  yaitu bahwa tiap – tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan kewajiban untuk menegaskan dan menjamin kepastian hukum.

Sebagai arah dan kebijaksanaan umum dari pembangunan di bidang hukum, telah ditetapkan dalam prolegnas bahwa perlu ditingkatkan suatu usaha memelihara ketertiban hukum yang berkeadilan dan mampu mengayomi masyarakat sebagai salah satu syarat bagi terciptanya nasional yang mantap. Usaha ini akan lebih mendorong lajunya pembangunan di negara kita.

Sejalan dengan lajunya pembangunan atau perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk di Indonesia dewasa ini semakin terasa dari tahun ke tahun, bahkan masalah tersebut dapat mempengaruhi dalam bidang lainnya.

Perkembangan yang maju pesat dewasa ini dapat membuat seseorang tak kendali, tersebut melanggar aturan hukum dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran, khususnya kesadaran di bidang hukum.

Dalam era globalisasi, kita harus mempunyai filter sebagai alat untuk menyaring hal-hal yang perlu kita waspadai khususnya pengaruh-pengaruh yang datang dari luar atau dari barat yang akn membawa dampak negatif dalam pelaksanaan pembangunan . Untuk itu perlu filter yang berguna untuk menyaring mana yang harus kita terima dan mana yang harus kita tolak. 

Di negara kita telah mempunyai suatu peraturan atau ketentuan hukum yang terkadang tidak mampu membendung pengaruh negatif, hal ini karena kurangnya kesadaran di bidang hukum atau bisa juga terjadi karena sanksi yang diterapkan terhadap pelanggar terlalu ringan sehingga tidak membuat seorang pelanggar menjadi jera sehingga tidak mustahil seseorang akan mengulangi kembali perbuatannya. Sebagai salah satu contoh terhadap penerapan pasal 374 KUHP oleh hakim Pengadilan Negeri, kalau penulis amati sanksi yang terdapat dalam pasal KUHP tersebut terlalu ringan sehingga tidak membuat seorang tersangka atau terdakwa menjadi jera, bahkan lebih cenderung akan melakukan kembali dan inilah harus dicari jalan keluarnya sebagai antisipasi perbuatan pidana khususnya perbuatan pidana penggelapan.

Dari uraian tersebut di atas Penulis tertarik untuk mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PIDANA SECARA BERLANJUT DI PERUSAHAAN SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM  PASAL 374 KUHP Jo PASAL 64 AYAT (1) KUHP.”. Disamping itu pula penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan lamanya hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa serta bagaimana pula masalah klasifikasi perbuatan pidana dan akibat hukumnya.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah. Hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut antara lain adalah :

1. Bagaimanakah penerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang penggelapan dan lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa ?

2. Bagaimana pula masalah klasifikasi perbuatan pidana penggelapan dan akibat hukumnya ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannnya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Yuridis Normatif
Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Yuridis Sosiologis ( Empiris )
Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika pembahasan ini, penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang menjadi permasalahan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari sebagai berikut : Alasan Pemilihan Judul; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Perumusan dan Pembatasan Masalah; Metode dan Teknik Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Isi Bab I Pendahuluan ini memuat garis-garis besar pembahasan skripsi, yang mana penulis maksudkan agar dapat diperoleh gambaran mengenai jalan pikiran penulisan dan kiranya mempermudah dalam hal memahami isi skripsi secara keseluruhan.

BAB II KERANGKA TEORITIS, yang berisi sebagai berikut Pengertian Perbuatan Pidana Penggelapan, Hukuman Terhadap Subyek Hukum Pelaku Perbuatan Pidana Penggelapan, Elemen – Elemen Perbuatan Pidana Penggelapan, Pentingnya Ketentuan Pidana Perbuatan Penggelapan Dalam Praktek.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA,  Hal ini merupakan suatu jawaban atas adanya permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang terurai dalam bab sebelumnya, hal mana terlihat adanya kesenjangan antara teori dan prakteknya.

Untuk itu melalui Bab III ini, penulis akan menguraikan antara lain : Penerapan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Lamanya Hukuman Yang Dijatuhkan serta Masalah Klasifikasi Perbuatan Pidana Penggelapan dan Akibat Hukumnya.
Selanjutnya, pada BAB IV Penutup, akan penulis sajikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Kemudian tak lupa penulis akan mencoba untuk memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan sesuai dengan kemampuan yang ada.
BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Lamanya Hukuman Yang Dijatuhkan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam menangani perkara pidana No. 15/Pid.B/2010/PN.Smda, sehubungan dengan penerapannya terhadap pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tidak lain Majelis Hakim memperhatikan elemen – elemennya sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Disamping itu pula, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan saksi korban dalam hubungan dengan terdakwa dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diketemukan fakta-fakta.7)
Berdasarkan fakta-fakta selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung elemen – elemen sebagai berikut :

1. Dengan sengaja dan melawan hukum

2. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

4. Dilakukan oleh orang yang pengawasannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah.

Berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan, terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan di perusahaan yang dilakukan secara berturut-turut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah. Dalam hal ini perbuatan terdakwa telah terungkap dalam persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan dengan terpenuhinya elemen – elemen sebagaimana tercantum pada pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Untuk itu penulis berpendapat bahwa penerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat, akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 

Melakukan perbuatan penggelapan barang-barang milik perusahaan yang dilakukan secara berturut – turut dengan hukuman selama 5 (lima) bulan, menurut penulis lamanya hukuman 5 (lima) bulan tersebut teramat ringan. Seharusnya hukuman yang dijatuhkan harus diperberat, karena perbuatan tersebut telah merugikan pihak yang barangnya digelapkan secara materiil. Kalau hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, maka akan membawa kesan betapa lemahnya hukum kita dan sekaligus terjadi pelecehan terhadap norma hukum yang berlaku.

B. Masalah Klasifikasi Perbuatan Pidana Penggelapan dan Akibat Hukumnya

Mengenai permasalahan perbuatan pidana penggelapan sering terjadi salah pengertian terhadap klasifikasi perbuatan pidana penggelapan. Terkadang orang mempunyai paham bahwa penggelapan disamaratakan dengan pengertian pidana penggelapan biasa, sehingga apabila terdakwa dijatuhi hukuman terlalu ringan atau terlalu berat menjadi bahan permasalahan yang mengakibatkan kesan terhadap hukum yang diterapkan tidak adil. Padahal tentang klasifikasi perbuatan pidana penggelapan sudah diatur di dalam KUHP. Hal ini memang merupakan suatu kekurangan di dalam penegakan hukum dan sosialisasi terhadap klasifikasi perbuatan pidana khususnya perbuatan pidana penggelapan.

Di dalam KUHP, penggelapan dibeda – bedakan atas empat macam, yaitu :

1. Penggelapan biasa (pasal 372 KUHP) ;

2. Penggelapan ringan (pasal 373 KUHP) ;

3. Penggelapan dengan pemberatan (pasal 374 KUHP) ; dan

4. Penggelapan berat oleh orang yang karena keadaan terpaksa disuruh menyimpan barang itu (pasal 375 KUHP).

Penggelapan ringan yaitu penggelapan biasa (pasal 372 KUHP), jika barang yang digelapkan itu bukan khewan dan barang yang harganya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian maka penggelapan khewan, penggelapan yang harganya lebih dari Rp. 250,- dan penggelapan barang yang tidak dapat dinilai harganya adalah penggelapan dengan pemberatan pasal 374 dan 375 KUHP, meskipun harga barang yang digelapkan harganya kurang dari Rp. 250,- itu tidak termasuk penggelapan ringan.

Penggelapan dengan pemberatan tersebut dalam pasal 374 KUHP yaitu suatu penggelapan :

a. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruhnya.

b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep) yaitu yang bukan jabatan negeri, misalnya tukang penatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, tukang sepatu, sepeda dan sebagainya menggelapkan sepatu, sepeda dan jam yang dibikinkan betul kepadanya.

c. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang lain), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang lain dengan mendapat upah, kemudian barang itu digelapkan dan sebagainya.

Penggelapan berat tersebut dalam pasal 375 KUHP yaitu :

a. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu (misalnya karena ada kebakaran, banjir, kekacauan dan malapetaka lain – lain, orang terpaksa menitipkan barang – barangnya kepada orang lain, kemudian oleh orang yang menyimpan itu barang tersebut digelapkan) ; dan

b. Penggelapan oleh wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus balai derma terhadap suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatan itu.

Sehubungan dengan permasalahan klasifikasi perbuatan pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan. Adapun akibat hukumnya terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP adalah pidana penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam putusan perkara pidana No. 15/Pid.B/2010/PN.Smda sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan barang milik perusahaan yang dilakukan secara berturut – turut termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana dengan pemberatan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Oleh karena perbuatan tersebut termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan, seharusnya perbuatan tersebut diputus dengan hukuman yang cukup berat. Akan tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP teramat ringan, padahal pihak yang barangnya digelapkan sangat dirugikan secara materiil dan inmateriil.

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut:
1. Bahwa penerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana No. 15/Pid.B/2010/PN.Smda sudah tepat, akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan barang milik perusahaan yang dilakukan secara berturut – turut. Sehubungan dengan perkara pidana tersebut yang terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan, penulis berpendapat hukuman tersebut sangat ringan.

2. Bahwa sehubungan dengan permasalahan klasifikasi perbuatan pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan. Adapun akibat hukumnya terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP adalah pidana penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam putusan perkara pidana No. 15/Pid.B/2010/PN.Smda sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan barang milik perusahaan yang dilakukan secara berturut – turut termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana dengan pemberatan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Oleh karena perbuatan tersebut termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan, seharusnya perbuatan tersebut diputus dengan hukuman yang cukup berat.

B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Belum seluruhnya anggota masyarakat memahami arti sanksi terhadap perbuatan pidana penggelapan, bahkan banyak yang berpendapat bahwa apabila barang yang digelapkan telah dibayar dan telah adanya damai tidak ada sanksinya, hal ini sungguh memprihatinkan. Untuk itu seyogyanya bagi para penegak hukum agar tidak bosan – bosan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang masih terbelakang dalam pengetahuan hukum.

Teramat ringan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, hal tersebut tidak membuat orang menjadi takut terhadap perbuatan tersebut, padahal pihak yang barangnya digelapkan sangat dirugikan secara materil. Untuk itu seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menangani / mengadili perkara perdana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP agar diperberat.
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